ABSTRAK

Skripsi dengan judul ‘“Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui
Optimalisasi Pemekaran Dalam Figih Siyasah” ini ditulis oleh Aulia Safira Putri, NIM.
1860103222237, dengan Dosen pembimbing Muhammad Amiril A’la, M.H.

Kata Kunci: Pemekaran Desa, Pelayanan Publik, Figih Siyasah

Kesenjangan kualitas pelayanan publik antara kota dan desa menjadi masalah
serius yang mendorong pemekaran sebagai solusi untuk mendekatkan layanan kepada
masyarakat, terutama setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa. Namun, implementasi pemekaran desa menghadapi berbagai hambatan seperti
masalah administratif, keterbatasan finansial, dan kapasitas sumber daya manusia yang

belum memadai.

Rumusan Masalah penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana Optimalisasi Pemekaran
dalam Meningkatkan Pelayanan Publik? Dan 2) Bagaimana Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik dalam Figih Siyasah?.

Tujuan Penelitian ini meliputi: 1) Menganalisis Optimalisasi Pemekaran dalam
Meningkatkan Pelayanan Publik. Dan 2) Menganalisis Optimalisasi Pemekaran dalam
Figih Siyasah untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

Metode Penelitian ini adalah Penelitian Kepustakaan (library research) dengan
pendekatan Yuridis Normatif. Sumber data primer meliputi Undang-Undang Dasar 1945,
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil

penelitian terdahulu yang relevan.

Hasil penelitian ini memerlukan komitmen kuat dari semua pemangku
kepentingan, dukungan regulasi yang memadai, alokasi anggaran yang cukup, serta
pengawasan yang efektif agar tercapai kesejahteraan masyarakat dan dalam perspektif
figih siyasah memperkaya praktik pelayanan publik melalui prinsip-prinsip khalifah
(kepemimpinan), maslahah (kemaslahatan umum), keadilan, musyawarah (partisipasi),
dan ihsan (pelayanan prima), yang menjadikan pelayanan publik tidak hanya memenuhi

standar formal tetapi juga bernilai etis dan spiritual.
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ABSTRACT

The thesis entitled “Improving the Quality of Public Services Through Optimizing
Expansion in Figh Siyasah™ was written by Aulia Safira Putri, NIM. 1860103222237,
with the supervisor being Muhammad Amiril A’la, M.H.

Keywords: Village Expansion, Public Services, Figh Siyasah

Gap in the quality of public services between cities and villages is a serious problem
that encourages village expansion as a solution to bring services closer to the community,
especially after the issuance of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. However, the
implementation of village expansion faces various obstacles such as administrative
problems, financial limitations, and inadequate human resource capacity. The aim of this
study is to analyze village expansion from the perspective of positive law and figh siyasa
to formulate an optimization strategy to improve the quality of public services in villages.

The research problem formulation includes: 1) How can village expansion be
optimized to improve public services? And 2) How can the quality of public services be
improved in Figh Siyasah?

The objectives of this research include: 1) analyzing perspectives in Figh Siyasah
on optimizing village expansion. And 2) optimizing expansion in Figh Siyasah to improve
the quality of public services.

This research method is library research with a normative legal approach and
comparative studies. Primary data sources include the 1945 Constitution, Law Number 6
of 2014 concerning Villages, Law Number 25 of 2009 concerning Public Services, and
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Secondary data consists of
books, scientific journals, articles, and relevant previous research results.

The results of this study require a strong commitment from all stakeholders,
adequate regulatory support, sufficient budget allocation, and effective supervision in
order to achieve public welfare and from the perspective of figh siyasah enrich public
service practices through the principles of khalifah (leadership), maslahah (public
benefit), justice, deliberation (participation), and ihsan (prime service), which make

public services not only meet formal standards but also have ethical and spiritual values.
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